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Abstrak

Salah satu pilar utama yang tidak terpisahkan dalam demokrasi yang bertujuan
membangun pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat adalah pemilu. Sebagai
negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem politik
parliamentary threshold (ambang batas parlemen) yang merupakan satu aspek
penting pada pemilu legislatif yang mencakup pemilihan DPR, DPRD Provinsi,
serta DPRD Kabupaten/Kota. Ambang batas parlemen ini merupakan persentase
minimal suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu untuk dapat
mengirimkan wakilnya ke parlemen. Ketentuan tersebut bertujuan untuk
menyederhanakan sistem multipartai, mencegah fragmentasi politik berlebihan,
dan memastikan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
menganalisis bagaimana penerapan dan dampak parliamentary threshold pada
pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis
penelitian yakni yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan
teknik pengumpulan data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder
melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold pada pemilu
legislatif tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum memang dapat diterapkan untuk memperkuat
stabilitas politik melalui penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia dan
mengurangi fragmentasi di parlemen. Dampak lain dari penerapan parliamentary
threshold tersebut tetap mempunyai sisi negatif yaitu penghilangan suara pemilih,
ketidakadilan bagi partai politik dan calon legislatif yang tidak terwakili, dan
mendorong dominasi partai politik besar sehingga mengurangi peluang bagi partai
politik kecil atau minoritas untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Kata Kunci: Parliamentary Threshold; Partai Politik; Pemilihan Umum

Abstract

One of the main pillars that is inseparable in a democracy that aims to build a
government based on the sovereignty of the people is elections. As a country that
adheres to a democratic system, Indonesia applies a parliamentary threshold
political system, which is an important aspect of legislative elections that include
elections for the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD. This
parliamentary threshold is the minimum percentage of votes that must be obtained
by political parties participating in the election in order to send their
representatives to parliament. The provision aims to simplify the multiparty system,
prevent excessive political fragmentation, and ensure government stability. This
research was conducted with the aim of analyzing how the application and impact
of the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections. The research
method used consists of the type of research, namely empirical juridical, descriptive
research specifications, types and data collection techniques, namely primary data
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through interviews and secondary data through literature studies, research
approaches, namely statutory approaches and qualitative approaches, and data
analysis techniques, namely qualitative. The results show that the application of the
parliamentary threshold in the 2024 legislative elections as stipulated in Law
Number 7/2017 on General Elections can indeed be applied to strengthen political
stability through simplifying the multiparty system in Indonesia and reducing
fragmentation in parliament. Other impacts of the implementation of the
parliamentary threshold still have a negative side, namely the loss of voters' votes,
injustice for political parties and legislative candidates who are not represented,
and encouraging the dominance of large political parties so as to reduce
opportunities for small or minority political parties to get seats in parliament.

Keywords: Parliamentary Threshold; Political Parties; General Election.
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